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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mogok kerja yang dijadikan
oleh para pengusaha/perusahaan untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan
Kerja) kepada para pelakunya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder antara lain mencakup
buku-buku, hasil-hasil penelitian serta pendapat para pakar hukum. Mogok kerja
sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang dijelaskan dalam Pasal 137 dan 138, sedangkan larangan
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena alasan pekerja/buruh melakukan
mogok kerja sendiri diatur dalam Kepmenaker No. 232 Tahun 2003 Pasal 6
tentang Akibat Hukum Mogok Kerja. Akibat hukum bagi para
pengusaha/perusahaan yang melanggar ketentuan kepmenaker tersebut dapat
dikenakan sanksi pidana penjara ataupun denda berupa uang tunai.
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